[ SALINAN |

BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : (0 TAHUN 2018

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11
Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor S50,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2.Undang-Undang.................



ACER
SALINAN


-

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara  yang  Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

9.Undang-Undang..............



9,

10.

11.

12.

13.

14.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15.Peraturan.................
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16.

17.
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20.

21.
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22 . Peraturdan..................



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari
Tahun 2006 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Perubahan Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Hari Tahun 2017 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari
Tahun 2017 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 11);

29.Peraturan .................
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29. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari
Tahun 2017 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pendapatan Daerah semula berjumlah
Rp.1.246.197.636.984,00 berkurang sejumlah Rp.21.835.667.608,07 sehingga menjadi Rp.1.224.361.969.375,93 dan Belanja
Daerah semula berjumlah Rp.1.258.697.636.984,00 berkurang sejumlah Rp.23.089.912.372,07 sehingga menjadi
Rp.1.235.607.724.611,93 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah

a) Semula Rp.1.246.197.636.984,00
b) Berkurang (Rp  21.835.667.608,07)
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp.1.224.361.969.375,93

(2) Belanja Daerah

a) Semula Rp. 1.258.697.636.984,00

b) Berkurang (Rp. 23.089.912.372.,07)
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp.1.235.607.724.611,93
Surplus/ Defisit Setelah Perubahan (Rp. 11.245.755.236,00)

(3)Pembiayaan.................



(3) Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan

a) Semula Rp. 25.000.000.000,00
b) Berkurang (Rp. 1.254.244.764,00)
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 23.745.755.236,00

2. Pengeluaran

a) Semula Rp. 12.500.000.000,00
b) Bertambah /berkurang Rp. -
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 12.500.000.000,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 112.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 5.544.333.300,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 117.544.333.300,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 920.499.611.483,00
2) Berkurang (Rp. 28.404.609.890,00)
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 892.095.001.593,00

c.Lain-lain Pendapatan...............



c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula Rp. 213.698.025.501,00
2) Bertambah Rp. 1.024.608.981,93
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah Setelah Perubahan Rp. 214.722.634.482,93

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 33.042.474.684,00
2) Bertambah Rp. 7.100.201.633,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 40.142.676.317,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 6.266.136.250,00
2) Bertambah Rp. 211.687.800,00
Jumlah Reribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 6.477.824.050,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 10.500.000.000,00
2) Berkurang (Rp. 961.603.000,00)
Jumlah Hasil Pengeolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 9.538.397.000,00

d.Lain-lain Pendapatan............



(3)

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1) Semula

2) Berkurang

Rp. 62.191.389.066,00

(Rp. 805.953.133,00)

Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan Rp. 61.385.435.933,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi hasil Bukan Pajak
1) Semula
2) Berkurang
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan

b. Dana Alokasi Umum
1) Semula
2) Berkurang/Berkurang

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan

c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula
2) Berkurang

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan

Rp. 158.816.901.483,00
(Rp. 27.187.787.890,00)
Rp. 131.629.113.593,00

Rp. 605.739.426.000,00
Rp. -

Rp. 605.739.426.000,00

Rp. 155.943.284.000,00
(Rp._1.216.822.000,00)
Rp. 154.726.462.000,00

(4)Lain-lain Pendapatan.........
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(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 40.639.400.000,00
2) Bertambah/Berkurang Rp. -
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp. 40.639.400.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1) Semula Rp. 46.789.348.181,00
2) Bertambah Rp. 4.024.608.981,93
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Setelah Perubahan Rp. 50.813.957.162,93

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 115.829.277.320,00
2) Bertambah/Berkurang Rp. --
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 115.829.277.320,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 10.440.000.000,00
2) Berkurang (Rp. 3.000.000.000,00)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Rp. 7.440.000.000,00
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Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 697.837.526.088,00
2) Berkurang (Rp. 20.510.336.634,64)
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 677.327.189.453,36

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 560.860.110.896,00
2) Berkurang (Rp. 2.579.575.737,43)
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 558.280.535.158,57

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 444.509.960.180,84
2) Berkurang ' (Rp. 14.642.067.744.,64)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 429.867.892.436,20

b. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 2.400.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang Rp. --
Jumlah Belanja subsidi Setelah Perubahan Rp. 2.400.000.000,00

c.Belanja Hibah...............
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. Belanja Hibah
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Belanja hibah Setelah Perubahan

. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula
2) Berkurang

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan

. Belanja Bantuan Keuangan
1) Semula
2) Bertambah

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan

. Belanja Tidak terduga
1) Semula
2) Berkurang
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan

Rp. 22.289.005.000,00

Rp. 29.290.391.110,00

Rp. 189.551.240.907,

16

Rp. 22.089.005.000,00
Rp. 200.000.000,00
Rp. 34.407.320.000,00
(Rp. 5.116.928.890,00)
Rp. 189.431.240.907,16
Rp. 120.000.000,00
Rp.  5.000.000.000,00
(Rp. _ 1.071.340.000,00)

Rp. 3.928.660.000,00

(3)Belanja Langsung

........
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Pegawai
Rp. 95.998.735.839,74

(Rp.  8.026.651.030,00)
Rp. 87.972.084.809,74

1) Semula

2) Berkurang
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa
Rp. 304.089.611.190,26

(Rp.  5.463.737.379,43)
Rp. 298.625.873.810,83

1) Semula

2) Berkurang
Jumlah Belanja Barang dan jasa Setelah Perubahan

c. Belanja Modal
Rp. 160.771.763.866,00

Rp. 10.910.812.672,00
Rp. 171.682.576.538,00

1) Semula

2) Berkurang
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

a. Penerimaan
Rp. 25.000.000.000,00

(Rp. 1.254.244.764,00)
Rp. 23.745.755.236,00

1) Semula

2) Berkurang
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan

b.Pengeluaran Pembiayaan...
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b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 12.500.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang Rp. --
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp.

12.500.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. SiLPA Tahun anggaran sebelumnya

23.745.755.236,00

1) Semula Rp. 25.000.000.000,00
2) Berkurang (Rp.  1.254.244.764,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp.

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. --
2) Bertambah/Berkurang Rp. --
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp.

c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. --
2) Bertambah/Berkurang Rp. --
Jumlah Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. --

d.Penerimaan Pinjaman....
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d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp.
2) Bertambah/Berkurang Rp.

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan

e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp.
2) Bertambah/Berkurang Rp.

Rp. --

Jumlah Penerimaan Kembali perbaikan Pinjaman setelah Perubahan

f. Penerimaan Piutang

1) Semula Rp.
2) Bertambah/Berkurang Rp.

Jumlah Penerimaan Piutang Perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp.

2) Bertambah /Berkurang Rp

Rp. --

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan

Rp. -

b.Penyertaan Modal

........
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b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 12.500.000.000,00
2) Bertambah /Berkurang Rp. --
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 12.500.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp. --
2) Bertambah /Berkurang Rp. --
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan Rp. --

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. --
2) Bertambah /Berkurang Rp. --
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. --
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I :  Ringkasan APBD;

2. Lampiran II :  Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;

3.Lampiran IIL.............



10.

11.

12.

13

. Lampiran III

. Lampiran IV

Lampiran V

. Lampiran VI
. Lampiran VII
. Lampiran VIII
. Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

. Lampiran XIII
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Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Orgaﬁisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan,;

Rekapitulasi Penegasan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah,

Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,;

Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun  Anggaran sebelumnya yang  belum
dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pemerintah Daerah

diselesaikan dan

Pasal 6.......c.ccceevveennene,
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di: Muara Bulian

Pada Tanggal : ?4-1c — 2018

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 2#-1© — 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BERITA DAERAH BATANG HARI
TAHUN 2018 NOMOR : G§





